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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2019

TEI{TANG

PENGEI.OI.AAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAfi DtLr.^JU[ ENIM,

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dibidang perparkiran guna mewqiudkan keamanan, ketertiban dan

,L.elenceran !a!r-r lintas .oerlu dilaktrkan pengelolaan dan penataan

parkir dalam Kabupaten Muara Enim;

irahwa riaiarr upuya iinhrk menrngf,atJr.an peada-patan daerah perlu

diahrr ketentuan mengenai retribusi parkir dalam Kabupaten Muara

Enim yang disesuaikan ciengan perlembngail pei-ekonomian pada

saat ini;

bahura berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuti tiaiam

huruf a dan hunrf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan dan Retribusi Parkir;

Pasal 18 ayat (6) UnOang-Unciang Da*u' iiegam Republik hrdonesia-

Taturn 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1959 tentang Fernbenirrkarr

Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di Sumatera Selatan fi.embaran

Negara Republik Indonesia. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembsxs! Negara Republik Indonesia Nomor f82U;

Undang-Undang Nomor 38 Tatlrn 2W tentang Jalan (Iembaran

Negara Repiiblik Indcnesi,e, Teh's!. z0od. Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaaa\

Undarrg-Undang ilornor 26 Tairu tt 2ffi9 icntang Peje-k f)e-4mh den

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 13O, Tambatran Lembaran Negara -lcpubiik irrdolesi;a llomor

s0ae);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s87)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OfS tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor ffi791;

Dengan Persehrjuan Bersama

DE\IAN PERWAKII,,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSI(AN:

MCNCtApKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEI,OI,AAN DAN REf,RIBUSI

PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. I(abupaten adalah Ikbupaten Muara Enim.

2. Pemerintah lhbupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mtrara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara

Enim.

5. Kepala Dinas Perhubungan adalatr Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Muara Enim.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala

bagian ja1an, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

danlatau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori dan jalan kabel.



7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

15.

16.

L7.

18.

-3-

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerah

untuk beberapa saat dan ditingalkan pengemudinya.

Tempat Parkir adalatr tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh

Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.

Pelayanan Farkir di Tepi Umum adalah tempat yang disediakan

untuk pelayanan parkt di tepi jalan umum yang ditenhrkan oleh

Pemerintah Daerah.

Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan

yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak perrnanen

karena adanya suatu kegiatan atau kepentingan, baik

mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.

Pel,ayanan Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara

khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

Tempat Parkir Pool adalah tempat parkir bagi kendaraan yang

melanggar ketentuan dibidang lalu lintas dan anglmtan jalan.

Taman parkir adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan,

khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana

perparkiran, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah lfubupaten.

14. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagran

bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bangunan gedung umum adalatr bangunan gedung yang

fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi
keagamaan, fungsi usatra, mauprrn fungsi sosial dan budaya.

Jurr parkir adalatr orang yang membanhr memberikan

pelayanan di tempat parkir.

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat
parkir yang disediakan Pemerintah Daerah.

Masa Retribusi adalah suatu jangka wakhr tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi unhrk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentrr dari Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.

Kendaraan adalah setiap kendaraan benrrotor nraupun kendaraan

tidak bermotor, baik yang tergolong kendaraan umum maupun

kendaraan tidak umum.

19.
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20. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat

22.

disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
unttrk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut
peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah sumt ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi yang terhutang.

surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan
yang menenhrkan tambahan atas jumlah retribusi yang telatr

ditetapkan.

surat Ketetapan Retribusi Daerah L€bih Bayar yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDLB adalah surat kepuhrsan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi Karena kredit retribusi
lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak sehamsnya
terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagrhan retribusi dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Kepuhrsan Keberatan adalah surat kepuhrsan atas keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamalcan, SKRDKBT

dan SKRDLB yang diartikan oleh wajib retribusi.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat ppNS

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang unhrk melakukan penyidikan tindak
pidana sesuai Undang-Undang yang mer{adi dasar hukumnya.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik unhrk mencari

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ittr untuk membuat

terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

24-
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secara objektif dan profesioal berdasarkan suahr standar

pemeriksaan untuk mengu$i kepahrhan pemenuhan kewajiban

retribusi daeratr dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan perahrran perundang-undangan retribusi

daerah.

Badan adalatr suatu bentuk badan usaha yang meliputi pemsahaart

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usatra

milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun

perselnrtuan, perkumpulan, fi.rma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, benfirk usatra tetap

serta badan usaha lainya.

Pengandangan kendaraan adalah penatranan kendaraan di tempat

parkir pool yang disediakan oleh pemerintah bagi kendaraan yang

melanggar ketentuan perahrran Penrndang-undangan dibidang lalu

lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PENGAMBII"AN KENDARAAN

Pasal 2

(1) Setiap pemilik atau pengemudi kendaraan yang akan mengambil

kendaraannya dari tempat parkir menyerahkan potongan karcis

retribusi parkir atau tanda masuk kepada pehrgas parkir.

(21 Terhadap pemilik atau pengemudi kendaraan yang tidak

menyerahkan potongan karcis retribusi parkir atau tanda masuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenda.raan dapat diserahkan

oleh juru parkir atas tanggung jawabnya setelatr meneliti bukti
kepemilikan kendaraan atau surat tanda nomor kendaraan.

(3) Dalam hal terdapat atas pembuktian sebagaimana

dimalcsud pada ayat (2), maka penyeratran kendaraan dilakukan

dihadapan pejabat yang berwenang.

BAB III
NAMA, OBIEK DAN SUB-IEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan dan

fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan

parkir.
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Pasal 4

(11 Objek retribusi adalatr pemberian pelayanan dan llasilitas tempat

parkir di daerah, meliputi :

a. pel.rayanan parkir ditepi jatan umum.

b. pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh

Pemerintatr lkbupaten, meliputi :

U tempat parkir insidentil;

2l taman parkir;

3) gedung parkir; darr

4l tempat parkir pool.

fA Tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk

tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, Badan

Usatra Milik Negara/Daerah dan pihah swasta.

Pasal 5

Subjek netribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan

dan liasilitas parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang

disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

GOI,ONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi digolongkan sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum, mencakup retribusi parkir di tepi jalan

umum.

b. Retribusi Jasa Usaha, mencakup retribusi tempat khusus parkir,

tempat parkir insidentil, gedung parkir, tempat parkir pool.
' I .t''

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frelmensi pelayanan,

jangka waktu penggutraan, pemanfaatan ruang parkir, dan/atau

fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintatt

I(abupaten.
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BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DAI,AM PENEf,APAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

tU Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tepi Jalan

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa

yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan

efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

l2l Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi

Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tr4iuan untuk memperoleh

keunhrngan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut

dilakukan seca.ra efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

1) Untuk setiap pelayanartjasa parkir dikenakan retribusi.

2l Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut :

a. Parkir umum ditepi jalan dan tempat-tempat tertentu lainnya,

selain dari taman parkir dan gedung parkt :

JEMS KENDARAAN RETRIBUSI

U Sepedamotor

2l Mobil penurnpang dan sejenisnya, station sragon,

jeep, sedan dan pick up

3) Bus kecil, Truk Engfuel dan sejenisnya

4l Bus, Truk/bok/tanki ukuran sedang dan

sejenisnya

5) Truk besar dan sejenisnya

6) Tnrk tronton/tmk lebih dari tiga sumbu dan

sejenisrrya

1.000,-

2.OOO,-

Rp. 5.000,-

Rp. 7.OOO,-

lo.ooo,-

l5.ooo,-

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
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b. Tempat parkir pool bagi kendaraan :

BAB VIII

WII"AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 1O

Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten.

BAB IX

I\{ASA RETRIBUSI

DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

(1) Masa retribusi ditetapkan selama I (satu) tahun.

{21 Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

atau dokumen lain yang dipersamalcan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(U Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(21 Ketentrran mengenai tata cara pemungutan retribusi diahrr dengan

Feraturan Bupati.

Pasal 13

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dolmmen tain yang

dipersamakan.

JENIS I(ENDARAAN RETRIBUSI

1) Sepeda motor

2l Mobil penumpang dan sejenisnya, station

wagon, jeep, sedan dan pickup

3) Btrs kecil, Ttuk Engkel dan sejenisnya

4) Bus, Truk/bokltanki ukuran sedang datr

sejerrisnya

5) TYukbesar dan sejenisnya

Bp. 5.OOO,-/ hari

Rp. 10.OO0,-/ hari

Rp. 15.OOO,-/ hari

Rp.25.OOO,-/ hari

Rp.5O.OO0,-/ hari
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BAB xI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembaya-ran retribusi yang terhutang harrs dilunasi sekaligus.

(21 Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 15

(l) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Perhubungan atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(21 Keberatan dieiukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-al,asan yang jelas.

(3) Dalam hal wqiib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wqiib retribusi harus dapat membuktikan ketidak
benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalan janska wakhr paling lama 2 (dua)

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib
retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa janska waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

(U Bupati dalam janeka wakhr paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal keberatan diterima harus memberikan kepuhrsan atas

keberatan yang diejukan dengan urenerbitftan Surat Keputusan

Keberatan.

(21 Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terhutang.
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(3) Apabila jangka wakhr sebagaimana dimaksud pada ayat (U telah

lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan

yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALI.AN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(U Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, wqiib retribusi dapat

mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati melalui

Kepala Dinas Perhubungan.

l2l Bupati dalam janeka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

keputusan.

(3) Apabila jangka walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telatr

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kepuhrsan,

permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wakhr

paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya,

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), langsung diperhihmgkan unttrk melunasi terlebih dahulu utang

retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 18

(U Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

diqiukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Perhubungan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nafila dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.
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(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung

atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan

Surat Perintatr Membayar Kelebihan Retribusi.

(21 Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhihrngkan dengan

utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (4), pembayaran dilakrkan dengan cara pemindahbukuan dan

bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB i{IV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2O

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringa,nan dan
pembebasan retribusi.

(21 Pemberian pengurangan, keringanan dan pembehsan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak unhrk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhittrng sejak saat

tenrtangnya Retribusi, kecuali apabila lV4iib Retribusi melakukan

tindak pidana dibidang Retribusi.

(21 Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tertangguh apabila :
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a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengalruan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

SANKSI ADMIMSTRATIF

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada walrtunya atau

kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2olo

(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tenrtang, yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(l) Instansi yang melaksanal<aa pemungutan diberikan retribusi dapat

diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif ana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (U

diatur dengan Perahrran Pemerintah.

BAB XVIII

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali pating larma 3 (tiea) tahun sekali.

121 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian.

(31 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Perattrran Bupati.



- 13-

BAB XIX

PE}TYIDIKAN

Pasal 25

(U PPNS di linglotngan Pemerintah Kabupaten dibri wewen€rng

khusus sebagai Penyidik unhrk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hulrum Acara Pidana yang berlaku.

(21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertenhr dilinglmngan Pemerintah Daeratr yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimahsud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindah pidana dibidang

perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang

perparkiran;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindal( pidana dibidang perprkiran;

d. memeriksa buku'buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang

perparkiran;

e. melalmkan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen{okumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga atrli dalam rangla pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran;

g. menJruruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen

yang dibawa sebagaimana dimaksud humf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

dibidang perparkiran;
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i. memanggil orang unhrk didengar keterangann5ra dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu unhrk kelancaran

penyidikan dndak pidana dibidang perparkiran menurut hukum

yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penunhrt Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diahrr dalam

Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

W4iib Retribusi yang tidak melaksanakan kewqiibannya, sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana lnrrungan paling lama

3 ttiga) bulan atau denda paling barryah 3 (tiga) kali jumlah

retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat {21

merupakan penerimaan negara.

BAB )OC

PENUTUP

Pasal2T

Pada saat Perahrran Daerah ini mulai berlaku :

a. Perattrran Daerah I(abupaten Muara Enim Nomor tL Tahun 2O1O

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (kmbaran

daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O1O Nomor 2 Seri B);

b. Perahrran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah I(abupaten Muara

Enim Tahun 20lt Nomor 2 Seri B) pada ketentrran Pasal 3 huruf d

dan bagian kehrjuh Pasal 21 sampai dengan Pasal 25.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)

(21
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Pasal 28

Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratrrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

I(abupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Aprit 2Ot9

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2Ot9

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR IT.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI

SUMATERA SEL,ATAN (s-rt /Zot91.


